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PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN

DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Menimbang : a.

Mengingat

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 angka 3 Peraturaa
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun '20'21 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat dan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 20 Tahun '2021tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Br-rpati Ha-lmafiera Ba-rat Nomor 10 Tahun 2AL6 tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat,
maka perlu dijabarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Ker;'a Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan
Bupati;
bahrva perubahan struktur Perangkat Daerah sebagaimana diniaksucl
hurrf a adalah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refbrmasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2A2l tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan
Surat Menteri Da1am Negeri Nornor: BOO/A597/OTDA perihal
Persetnju-a-n Penyetara-a-n -Iaba-tan di Lingkringan Pemerinta-h
Daerah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara" dan Nornnr:
8AO / 8791lOTDA perihal Persetujuan Penyetaraan .Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Puiau
Morotai dan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, maka perlu
diiakukan penyetaraan -jabata.n dari jabatan ariministrasi ke
jabatan fungsional;
Lrahr,va berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Haknahera Bai-at
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas rlan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Lingkllngan Hidup
Kabupaten Halmahera Barat.

t. Pasal 18 ayat (6), Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-unciang Nomnr 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang i.iomor 23 Taliun i 957 ientang Pernberttukan Daetair-daerair
Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat i
Maluku Utara menjacli Undang-undang;

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pernbentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Iluru dan Katlupaten Maluku
Tenggaran Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 20ClO;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pernbentukan
Kabupaten Haknahera Barat, Kabupaten I{almahera Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku
1 1+^.-^ "(, r_atr iL,

C.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemtrentukan
Peraturan Perundang-undangan (Ixmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ALL Nomor 82, Tambahal Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2AL2 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum {kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 22, Tambahan Lemtraran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor
244, Tannbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uadang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perutrahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2015 Nomor 58,
Tamtrahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2O2A tentang penetapan
kedudukan dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup da-n
Kehutanan);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2A2L tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor
43 /Permentan/OT.0rc I B / 2016 Tahun'2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas, ilan Fungsi Dinas lJrusan Pangan dan Dinas
Urusan Pertanian f)aerah Propinsi dan KabupatenlKota;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaa.n Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2A2l tentang Penyetaraan Jabatac
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;

12. Sui'at N{cntcri Dalam Negci^i Nomoi-: 8OC// 8597 /O'|DA
perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara:

13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: BOOI B79U OTDA
perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai dan
Kota'lernate Provinsi Maluku Utara;

14. Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun
2O72 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten Haimahera
Barat Tahun'2012-2432

15" Peraturan l)aerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tairun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halrnahera Ba.rat;

16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2O Tahun 2021. tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat It{omor 10
Tahun 2A16 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

MtrMUTUSI(AN:

Menetapkan : PtrRATURAN BUPATI HAI.MAHtrRA BARAT TFINTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KtrRJA
DINAS PERUMA}{AN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN HALMAHBRA BARAT.

BAB I
KE-TEtrTT'AII UNfrUNfr

Pasal I

I)alann Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerair adalah Bupati sebagai unsure pnyelenggaa Pemerintahan Daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom;

3. Kepala Daerah adalah Bupati l{almahera Barat;

zX

5.

6.

7.

8.

9.



4.
5.

6.

7.

8.

q.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris lJaerah Kabupaten Halmahera Barat;
Perangkat Daerah Llnsur pernbantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi ker,vena.ngan daerah;
Dinas adalah Dinas Perumahan, Kauasan Pet'raukiman dan Lingkungan l-lidup
Kabupaten Halmahera Barat;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kanvasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Flalmahera Barat;
Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perumahan, Kawasan Perrnukiman dar:
Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat;
Ricl-ang a-clalah Ridang parla l)inas Perumaha-n, Ka,vl'a-san Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten }{almahera Barat;
Unit Pelaksana Teknis Dinas adaiah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup -yang selanjutnya disingkat
UPTD;
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegau,ai ASN yang mernpunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas sesuai riengan keahlian cian kebutuhan.

BAB II
KEDUDUI{AI{ DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pasal 2

{l-1 Dinas Perr.mahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Flidup Kabupaten
I{almahera Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib di bidang
Perumahan, Kawasan Permukiman dan l,ingkungan Hidup;

{2} I.}inas Peru-ma-han, Ka-wasan Permukiman dan I.ingkr-r,ngan Fiidup Kabr-rpaten
Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan dibau.ah dan bertanggungfawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 3

{U Srisunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan l-ingkungan
Hidup terdiri dari:
a. Kepala t)inas Per-umahan, Kau,'asan Perrnukiman dan Lingkungan Hidup;
b. Sekretariat terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Perurnahan;
d. Bidang Kawasan Permukiinan;
e. Bidang Penataan PPLH dan Pengendalian Pencemaran/kerusakan Lingkungar

Hidup;
f. Bidang Kebersihan;
g. Unit Pelaksana Teknis;
h" Kelompok .JaLratan Fungsional.

{21 Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Ilidup sebagaimana tercantum dalarn Lampiran dan rnerupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
ITTGAS POKOK, F-UI{GSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas melnpunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
Perumahan, Kawasan Permukima,n dan Lingkungan Hidup.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat {1i,
Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah ditridang Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup;
c. Pengkoord,inasian, fasilitasi dan pengendaiian pelaksanaan tugas dinas;
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10.

11.

{1)

{2)



d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas: dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang rliberikan oleh Bupati

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas
mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di tingkup Dinas Perumahatr,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan l{idup;

b. Merumuskan kebijakan teknis dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jalgka
Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategi
Kabupaten Halmahera l3arat dalam lingkup tugasnya dalam bentuk rencana
keria;

c. Mengkoordinasikan seluruh program dengan instansi terkait sesuai peraturan
yang berlaku guna kelancaran tugas;

d. Mendeiegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat di bawahnya secara
berjenjang guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Membina bawahan dengan memtreri petunjuk serta arahan agar pelaksanaan
tugas sesuai rerlcana;

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pejatrat di bawahnya secara be{enjang sebagai

bahan pembinaan karier;
g. Melaporkan pekaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai

bahan pertanggungjawaban;
h. Memberikan saran dan pertimtrangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis

sebagai bahan pengambilan kebijakan;
i. lVlelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati baik Lisan maupun tertulis

guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di trawah dan hertanggung
jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaa:r
kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi
perencanaan' pemlrinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset,
kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan
ketatalaksatraall, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanan
administrasi di lingkungan dinas serta pengkoordinasian program dan kegiatan pada
masing-masing Bidang.

t2) Dalarn merr_trelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada a).at (U,
Sekretaris mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
ir. penyelenggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan,

Kawasan Perrnukiman dan Lingkungan Hidup;
c. pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan

Kepegaw,aian pada Dinas Perumahan, Karvasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup;

d. pengkoordinasian kegiatan antara Sutl Bagian Umum dengan Bidang-tsidang
lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diber"ikan oleh atasan sesuai dengan tugas dal
fungsiryra'

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ('2), Sekretaris
mempun_yai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan bidang kesekretariatan berupa

administrasi dan ketatausahaan, dan umum Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan i,ingkungan HiduP;

Lr. Merurnuskan program urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan
serta hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

c. Mengkoordinasikan tugas dengan Kepala Bidang dan di lingkup Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Membina penJiusunan teknis operasional kerja di lingkup Sekretariat berdasarkan
program yang ditetapkan;



d. Memtrina penJiusunan teknis operasional kerja di lingkup Sekretariat treldasarkan
program yang ditetapkan;

e. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh kegiatan Dinas guna
tersosialisasinya program yang telah ditetapkan;

f" Membagi tugas kepada Kepaia Sutr l3agian berdasarkan tugas dan fungsi guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

g" Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian berdasarkan pedoman kerja agar
terhindar dari kesalahan:

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian di lingkup Sekertariat sehagai
bahan pembinaan karier;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala l)inas traik Iisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungjawaban;

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas traik lisan manpun
tertulis sebagai bahan pengambilan kebijakan;

k. Meiaksanakan tugas lain r,,ang diberikan oleh Kepala Dinas baik lisan mauplrn
t-ertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

i4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana pada ayat
{1), (2) dan (3}, Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup, membanvahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian tfmum dan Kepegawaian
Pasal 6

t1l Sub Bagian Umum dan Kepegaw.aian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengelotraan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan,
kehumasan dan protckol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan
kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi
kepegawaian lainnya.

t2) Ifalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. ileir-vusurrail bairan pelaksanaarr pela.r,'ariail Kepeg,a\l'aiarr, Ijir:uln, keleinbagaai:

serta ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasar:,

keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan
administrasi kepegawaian;

c. pelaksanaan koordinasi. integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

d. peiaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub llagian
Umum dan Kepegawaian; dan

e. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinva.

t3] Daiam melaksanakan tungsi sebagaimana dimaksucl pada ayat (2), Kepala Sut:
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian dan

keuangan berdasarkan proglam setragai pedoman keqia;
c. Meiakukan koordinasi <iengan Sekretaris clan Kepaia Sub Bagian rii iingkup

Dirms Per-urnahan, Kannasan Perrnukiman dan Lingkungan I{idup gufia
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Mencatat, mengadakan, mendistribusikan, menyimpan, merawat barang dan
alat kantor serta menyampaikan usul penghapusan barang;

e. Mengurus penyediaan flasilitas rapat dinas dan upacara kantor serta
penyusunan risalah rapat;

f. Mengarsipkan surat masuk keluar dan dokumen dinas lain guna tefiib
administrasi;

S. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang menyangkut dengan ketertiban,
keindahan, keamanan, penerimaan tamu, termasuk mengatur penggunaan alat
komunikasi, air, Iistrik;
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h. Membagi t-ugas kepada trawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepega'uvaian

guna kelancaran pelaksanaan tugas;
i. Mengatur clan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Sub tsagian Umum dan

Kepegawaian agar terhindar dari kesalahan;
j. Mengelola administrasi kearsipan kepegawaian yang meliputi Daftar Umt

Kepangkatan (nUK) dan Bezeting serta men5riapkan Buku .Iaga Kena.ikan
Pangkat dan Buku Jaga Kenaikan Gaji Berkala secara periodik bagi PNS Dinas;

k. Menghimpun dan mengelola bahan pustaka di bidang kepegawaian untuk
membantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan staf;

1. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf di lingkup Sub
Ragian Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang maksimal;

m. Menilai dan mengevaluasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian guna pembinaan dan pengembangan karier;

1r". Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebil'akan
teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas di lingkup Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai iandasan kerja;

o. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian dan keuangan sebagai bahan pemecahan masalah;

p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik iisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungja'*r.aban;

q. Memtrerikan saran dan pertimhangan keparla Sekretaris baik lisan maupun
terLulis sebagai bahan pengambilan kepu tusan;

r. Melaksanakan tugas lain yang rliberikan oleh Sekretaris baik lisan maupull
tertulis guna keiancaran peiaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan

Pasal 7

{1} Kepala Bidang Perumahan rnempunyai tugas pokok melaksanakan setragian
tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pernbiaaan, pengawasan, pengendatrian, pengeiolaan, fasilitasi, evaluasi,
dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat.

{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, Bidang Perumahan Rak-vat mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang Perumahan rakyat;
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan

rakya!
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di biclang perurnaha.n

rakyat; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diherikan oleh Kepaia Dinas di tridang

perumahan rakyat.
{3} Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ay'at {2), Kepala

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perumahan Rakyat
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebeiumnya sebagai pedoman peiaksanaan tugas;

b). menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian perrnasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas bedalan efektif dan
efisien;

c. memtragi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serl-a
memberjkan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vedikal
rnaupun horizontaL untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
iugasnya sebagai bahan atau petlomam untuk tielaksanakair kegiaiair;
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f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang Lrerkaitan
clengan bidang perumahan rakyat;

g. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis dan
kegiatan bidang perumahan rakyat;

h. menyelenggarakan pendataan dan perencanaan rumah umum: ntmah
khusus, rumah negara, dan rumah komersial;

i. menyelenggarakan penvediaan/fasiiitasi rurnah umllm, rumah khusus,
rumah negara, dan rumah komersial, serta pembiayaan perumahan;

j. rnenyelenggarakan pemantauan rlan evaluasi rumah umum, rurnah khusus,
rr-l-mah negarn, dan nlmah komersial;

k. menyelenggarakan pendataan dan perencanaan bantuan rumah umum dan
swadaya;

1. menyelenggarakan pemberdayaan dan perencanaan bantuan r:umah Llmum
dan swadaya;

m. menyelenggarkan pemantauan dan evaluasi bantuan rumah umum
dan swadaya;

n. mengoordinasikan kegiatan survey, perencanaan teknis, dan kegiatan di
Lridang perumahan rakyat;

o. merencanakan dan mengoordinasikan penerapan pencapaian indikatr:r
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnva dan
peraturan pemndang- undangan;

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Bidang Perumahan Rakyat dengan cara mengukur pencapaian program kerja

-vang teiah disusun untuk bahan laporan dan kebi.jakan tindak lanjut;
q. mengevaluasi dan menilai prestasi keq'a bawahan berdasarkan sasa.ran kerja

pegawai dan perilaku kerS'a sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir',
pemberian pengirargaan darr sanksi;

r. menyusutl laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai rvujud
akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan Lrerjalan lancar serta untilk
menghindari penyimpangan; dan

t. melaksanakan tugas iain yang ditrerikan Kepala Dinas traik lisan maupun
tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 8

{11 Bidang Kav,zasan Pcmukiman dipimpin clch seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan Koordinasi, penda[aan,
perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan
pemukiman seta penataan pengedalian kawasan permukiman daiam
daeah Kabuaten.

G] Kepala Bidang daiam melaksanakan tugas pokok sebagairnana
dimaksudpada ayat (1 ) menyelenggarakan fungsi:
a. Pendataan dan perencanaan dalam bidang kawasan permukimari;
k). Penataan dan pengendalian dalam bidang kawasan

permukirnan;
c" Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh clan

permukin-Iafi kurnukr clii:idang Kawasar: Permr-rki rn an ;

d. Pelaksanaan adrr:.inistr:asi bidang kawasan perrnr-rkiman;clan
e" Pelaksanaan:. fungsi iain l/ar1g eliberikan oleh atasan terkait tugas

dan fungsinya.
{3j Uniuk melaksanakan fungsin-va setragaimana dimaksud pada ayat" {2}, Kepala

BiCang Kanvasan Perrnukiman ulempunlr'ai uraian tugas:
a. Memirnpin dan rnengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kawasan

permukirnan;
b. Merumuskan program di lingkup bidang kawasan permukimarl

berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
c. Menerirna petunjuk atau arahan disposisi atasan;
d. Menciistribusikan dan member petuduk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar; x



e- Mernheri petunjuk, rnentbagi tugas rian membimbing hrawahan agar
melaksanakan tugas berjalan dengan lancar;

f. Mendata dan merencanakan pembangunan dalam Lridang kawasan
permukimax;

g. Menata, mengendalikan permukimarl kumuh dalarn bidang kawasan
perrnukiman;

h. Mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan clan kuaiitas
permukirnan kumuh;

i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah yang perlu diambii dengan ketentuan yang berlakul

j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi tugas dengan pihak
terkait;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas braik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

l. Memberikan saran dan pertimLrangan kepada Kepala Dinas baik lisan
rnaupun tertulis sebagai bahan pengambiian keputusan;

m. melaksanakan tugas lain vang rliberrikan Kepala Dinas baik lisan mauoun
tertuiis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Penataan PPLH dan Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Pasal 9

i1] Ridang Penataan PPLH dan Pengendalian Pencernaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok menyiapkan bahan penyusllnan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan pernantauan serta evaluasi di hidang
Penataan PPI.H dan Pengendalian Pencernaran dan Kerusakan
I-ingkungan Hidup.

(21 Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksudpada alrat {1 } menyelenggarakan fungsi:
a, perurnusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penat.aan PPLF{

dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan FIidup;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penataan PPLH

dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungarr Hidup;
c. pelaksanaan evaluasi rJan pelaporan urusan pemerintaLran birlang

Penataan PPLH dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan l-Iidup;

d. pelaksanaan administrasi bidang Penataan PPLH dan Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkringan Hidup; dan

e. pelaksanaan fi;ngsi lain yang rliberikan oleh at=asan terkaiL tr:gas
dan fu ngsinya.

(3j Unt"uk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud parla ayat |21, Kepala
Bidang Penataan PPLH dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
I{idup mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penataan

PPLF{ dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup;

b. Merurnuskan program di lingkup bidang penataan PPLH dan
pengendalian pencemaran da"n kerusakan iingkungan hidup
berdasarkan kebijakan yang telatr ditetapkan sebagai pedoman kerja;

c. Pelaksanaan pemantallan surn-l-:er pencefilaran instrtusi c1an non
institusi serta- pelaksanaan penaggulangan pencemaran {pemberia"n
informasi, pengisolasian serta penghent.ian) sumber pencemararl
institusi dan non institusi;

d" Mengkoordinasikan penyediaan sarpras perrrantauan lingkungan
flaboratorium lingkungan) serta tugas dan fi:ngsi lahoratorium
lingkungan;

e, Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan serta pelaksanaan



rrefirantauan keru sakan 1in gku ngan ;
f. Menyusun rencana kebutuhan dan penataan PPLH dan pengendalian

pencemara.n dan kerusakan lingkungan hidup;
g. Menyusun kebijakan di bidang penataan PPLH dan pengenclalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
h. Mengatur pelaksanaarl tugas staf di lingkup bidang penataan PPI-r{

dan pengendalian pencernaran dan kerusakan lingkungan hidup
untuk mengetahui kesesuaian dengan arahan yang diberikan;

i. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup bidang
pengendalian pencema"ran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai
bahan pembinaan dan pengembangan karier;

j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan
maLlpun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik iisan
maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;

l. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupurl
tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Bidang Kebersihan

Pasal 1O

ii] Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala E3idang yang
rnempunyai tugas pokok rnelaksanakan penyusunarl, pelaksanaan
kebijakan, dan pemberian Lrimbingan teknis, pengawasan, koordinasi
serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kebersihan.

tzj Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dirnaksudpada ayat ( 1 ) menyelenggarakan fungsi:
a. penrmlrsan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebersihan;
b- pelaksanaan kebijakan, pengawasan, koordinasi serta pemantauan di

hirlang kehrersihan:
c. petraksanaan evaluasi clan peiaporan urusan pemerintahan bidang

kebersihan;
d. pelaksanaan administrasi bidang kebersiha.n; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas

danfungsinya.
i3l lJntuk mel:aksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat {2;, Kepala

Bidang Kebersihan mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di biclang

kebersihan;
b. l"lerumuskan ilrogi-anl di lingkup bidang kebersihan bei-dasarkan

kebijakan yang telah ditetapkan sebaglai pedoman kerja;
c. Merumuskan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas

jenis sampah untuk kurun waktu tertentu serta kebijakan
pen6luran gan jenis sampah;

d. Mengkoordinasikan pemilahan. pengumpulan. pengarlgkutan dan
perlrosesan akhir sarnpah, penyediaan sanpras penanganarf salrlpah,
penyediaan jalur hijau serta pengawasan pertarrrana-n;

e. Mertberi petumjuk kepada staf di lingkup Bidang Kebersihan
berdasarkan tugas dan fungsi agar terhindar dari kesalahan;

f. Menyiapkan bahan laporan desa yang terkait dengan prasarana dan
kebersihan limgkumgan;

g. Melaksanakan kegiatan untuk mernbantu rnerringkatkan kesadaran
dalam rnerrrelihara kebersihan, clan pernbangunan prasararra,
pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup serta MCK;

h. Melaksanakan kegiatan untuk memLrantu program pemerintah dalam
pcilgawasan dan bimbingan kcbcrsihan umum scrta program
pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;

i. Mengatur peiaksanaan tugas staf di lingkup bidang kebersihan untuk
mengetahui kesesuaian dengan arahan yang diberikan;sa



Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tr-rgas staf di lingkup bidang
kebersihan sebagai bahan pemtrinaan dan pengembangan karier;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas ba,ik lisan
rnat-lpun ter:tuiis sebagai bal^ an pertanggungjawaban;
Mernberikan saran dan pertimbarrgnan kepada Kepaia Dinas baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepaia Dinas baik lisan maupun tertulis
guna memperlancar pelaksanaan tugas.

BAB TV
JABATAIT I"UNGSIOIIAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas
untuk melaki;kan kegiat-an sesuai dengan jatratan fungsional masing-masing berdasarkan
peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

tli Kelompok .Jatratan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional vang t.erbagi
dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

k.

t.

12'

{3}

t4)

{s}

{6}

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
berdasarkan kebututran dan beban keq'a.
Jenis dan jenjang Jatratan Fungsional sebagaimana dimaksud

ayat (i), ditentukan

pacla ayat {2), dial.ur
sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk memenuhi kebutuhan jaLraran fungsional ciapat diiakukan dengan
pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan
fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
TATA I(ERJA

Pasal 13

i1l Kepaia dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan
kebijakan umum yang ditetapkan ole}-r bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-un dangan.

t2) Kepala rlinas, sekret-aris, kepala hirlang, kepala -.rubbagian, pejahat
fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan dinas melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perunclang-
undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasamar
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta
efekt-ifitas dan efisiensi "

Pasal 14

[1J Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub t:a.gian, pejaba.t
fungsional, dan seluruh personii dalam iingkungan dinas wa,jib mematutri
pe'r.urijuk dari ar"al:ra-n pii-npinan, ser'r-a ilreilyaifipaikan laporaii secara
berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat wakt-u kepada atasan
masing-masing.

[2J Setiap laporan yang diterima sei]agaimana dimaksud pada ayat (1] diolah
dan digunakan oleh pimpinan seba-gai bahan perumusan pelaksanaan
kebi,iakan teknis.

{3J Kepala dinas, sekretaris, kepala Lridang, dan kepala subbagian dalanrr
iingkungan dinas daiarn melaksanakan tugasnya, melakukan

10



pengawasa.n, pemantallan, pengendalian dan evaiuasi, serta
rnelaksanakan rapat. koordinasi secara berkala dan/at.au sesuai
keLrutuhan.

{41 Kepala dinas, sekretaris, kepala hidang, dan kepala subi:agian dalarn
iingikungan dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja rian
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

BAB VI
E<ETEH?IIAN PTIYUTUP

Pasal 15

l}engan berlakunya Peratura-n Bupati ini, rnaka Peraturan Bupati Halmahera
Barat Nomor 14 Tahun 2(l-17 tentang Tugas Pokok dan F'ungsi Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat dan
Peraturan Bupati Halrnahera Barat Nomor 33 Tahun 2ALT tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas I-ingkungan Hidup Kat:upaten Haknahera Barat
rlicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pacia tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetakruinya, memerintahkan pengundarlga,n
Pera"turan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Elerit-a tlaerah
Kabu paten Halmahera Barat

Ditetapkan di : .Iailolo
pada tanggal : zl Janr/a-rt

BUPATI RARAT"

2422

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal a4 Janua-ri 2422

IE.

SEKRETARIS DAERAH KAIIUPATEN HALMAHERA BARAT

,L ABDUL RAJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR ..9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA IAN HUKUM DAN ORGANISASI

LALOMO. SH, LLM
IY /a

30128 200604 1 009

Ass. Bid. Eko & Pemb

Kabag. Hukum & Orgs

JAMES UASG

JASOIT
Pembi

Lt

Nip. 1
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